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KEPALA PEKON KRESNOMULYO
KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU
PERATURAN PEKON KRESNOMULYO
NOMOR     TAHUN 2023
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON (APBPEKON)
TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PEKON KRESNOMULYO
	Menimbang
	:
	 a.
	bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon, Kepala Pekon menetapkan Peraturan Pekon tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon), yang telah dibahas dan disepakati bersama Badan Hippun Pekon;

	
	
	b.
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf  a perlu menetapkan Rancangan Peraturan Pekon Kresnomulyo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tahun Anggaran 2022.

	Mengingat
	:
	1.
	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

	
	
	2.
	Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

	
	
	3.
	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

	
	
	4.
5.

6.
	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

	
	
	7.
8.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang  Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;

	
	
	9.

10.
	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

	
	
	11.
	Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/ PMK.07/ 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/ PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;

	
	
	12.
	Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;

	
	
	13.
	Surat Gubernur Provinsi Lampung Nomor : 900/ 1206/ V.12/2020 tentang Penggunaan Dana Desa Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi Covid-19;

	
	
	14.
15.
	Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat Badan Penyelenggara Jaminana Sosial Kesehatan Kepada Kepala Pekon dan Perangkat;

	
	
	16.
	Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon;

	
	
	17.
	Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kepesertaan Kepala Pekon dan Perangkat Pekon dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

	
	
	18.
	Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/ 310/ KPTS/ D.02/ 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

	
	
	19.
	Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : 314/ KPTS/ D.02/ 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Pringsewu;

	
	
	20.
21.

22.

23.
	Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/ 201/ KPTS/ D.10/ 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Hasil Pemilihan Kepala Pekon Serentak Pada Wilayah Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Pagelaran Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Adiluwih, Kecamatan Pagelaran Utara dan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Tahun 2021;
Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/291/KPTS/B.03/2022 Tentang Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bagian Pekon Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan III Dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 untuk Pekon Se-Kabupaten Pringsewu Tahun 2022;
Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/532/KPTS/B.03/2022 Tentang Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bagian Pekon Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan I Dan Triwulan II Tahun Anggaran 2022 untuk Pekon Se-Kabupaten Pringsewu Tahun 2022;
Surat Edaran Bupati Pringsewu Nomor 311/1411/D.10/2020 tanggal 10 Agustus 2020 Tentang Pelaksanaan Konvergensi Stunting;

	
	
	24.
	Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor : 142/ 404/ d.10/ 2020 tanggal 30 Maret 2020 Perihal Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga Balam Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Pekon;

	
	
	25.
	Peraturan Pekon Kresnomulyo Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Pekon Kresnomulyo pada Badan Usaha Milik Pekon Kresnomulyo;

	
	
	26.
	Peraturan Pekon Kresnomulyo Nomor 07 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Pekon Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Pekon;

	
	
	27.
	Peraturan Pekon Kresnomulyo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Pekon (RPJMPekon) Tahun 2021-2027;

	
	
	28.
	Peraturan Pekon Kresnomulyo Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Pekon (RKPPekon) Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2022;

	
	
	29.
	Peraturan Pekon Kresnomulyo Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Pekon Kresnomulyo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Pekon Kresnomulyo Tahun 2022 Nomor 1), 

	
	
	30.
	Peraturan Kepala Pekon Kresnomulyo Nomor 03 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Pekon Kresnomulyo Tahun 2021 Nomor 2

	
	
	31.
	Surat CAMAT AMBARAWA Nomor : 145/ 21/ C.08/I/2022 Tanggal 31 Januari 2022 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Tentang Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tahun Anggaran 2021


Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN HIPPUN PEMEKONAN KRESNOMULYO

Dan

KEPALA PEKON KRESNOMULYO
MEMUTUSKAN :

	Menetapkan
	:
	PERATURAN PEKON KRESNOMULYO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON (APBPEKON)   KRESNOMULYO TAHUN ANGGARAN 2022.


BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
 Dalam Peraturan Pekon ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Pringsewu;
6. Pekon adalah Pekon Kresnomulyo dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakt setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional  yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia;
8. Badan Hippun Pemekonan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis; 

9. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Pekon;

11. Peraturan Pekon adalah Peraturan perundang-undangan  yang ditetapkan oleh Kepala Pekon setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Hippun Pemekonan;

12. Rencana Pembangunan Menengah Pekon selanjutnya disingkat RPJMPekon, adalah rencana kegiatan pembangunan Pekon untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

13. Rencana Kerja Pemerintah Pekon, selanjutnya disebut RKPPekon, adalah penjabaran dari RPJMPekon untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, selanjutnya disebut APBPekon adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Pekon.
BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON
Pasal 2
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :
	1.

2.

3.

4.
	Pendapatan Pekon
Belanja Pekon
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Pekon
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Jumlah Belanja

Surplus/Defisit
Pembiayaan Pekon
1. Penerimaan Pembiayaan
2. Pengeluaran Pembiayaan
PEMBIAYAAN NETTO

SILPA/ SILPA TAHUN BERJALAN
	2.424.092.118,00

807.167.616,12

716.737.400,00

22.959.896,00

225.196.000,00

648.000.000,00


2.420.060.912,12


4.031.205,88

45.968.794,12
50.000.000,00


(4.031.205,88)


0,00
	2.426.211.988,59,00

798.321.900,80

590.849.400,00

20.880.250,00

207.196.000,00

648.000.000,00

2.265.247.550,80

160.964.437,79

45.968.794,12

50.000.000,00

(4.031.205,88)

156.933.231,91
	2.119.870,59

8.845.715,32

125.888.000,00

2.079.646,00

18.000.000,00

0,00

154.813.361,32
(156.933.231,91)

0,00

50.000.000,00

(0,00)

(156.933.231,91)


Pasal 3
Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Pekon ini terdiri dari :

1. Lampiran I
: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan   



  APBPekon Tahun Anggaran 2022;
2. Lampiran II
: Laporan Kekayaan Milik Pekon.
Pasal 4
Lampiran- lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pekon ini.
BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Pekon ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pekon ini  dalam Lembaran Pekon dan berita Pekon oleh Sekretaris Pekon.
Ditetapkan di : Kresnomulyo






Pada tanggal  :  02 Januari 2023






Kepala Pekon Kresnomulyo






MUGIYANTO
Diundangkan di
:  Kresnomulyo
Pada tanggal 
:  02 Januari 2023
Sekretaris Pekon

MUHAMMAD FAUZI ABADI
LEMBARAN PEKON KRESNOMULYO TAHUN 2022 NOMOR ...
